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BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS
BEBAN KERJA BULAN JANUARI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan
Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat
memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang
obyektif dengan  memperhatikan  kemampuan
keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. bahwa ...
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dilaksanakan pada bylan oo, Yang baru selesai

an Februari Tahun 2017, maka
ketentuan Pasal 9 Peratyran Bupati Sintang Nomor

;)41 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi

egawal Negeri Sipil Dj Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun
Anggaran 2017 yang menyatakan bahwa pemberian
tambahan penghasilan mulai berlaku sejak tanggal 1
Januari Tahun 2017 dengan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang, tidak dapat dilaksanakan untuk
pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sintang atas beban kerja bulan Januari Tahun 2017,
dengan alasan bahwa pada bulan Januari Tahun
2017 Susunan Organisasi Perangkat Daerah masih
berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b , maka untuk mengakomodir
pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
atas beban kerja bulan Januari Tahun 2017, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas
Beban Kerja Bulan Januari Tahun 2017;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...
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Unclang-.Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494),;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 141);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan ...



- 00228

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

10.

11,

%8

13.

14.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun _200 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun _2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 513595);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3);

16. Peraturan ..,
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
2.008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kgbupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

it . PERATURAN  BUPATI  TENTANG  TAMBAHAN
Mengih PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS

BEBAN KERJA BULAN JANUARI 2017.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah dalam rangka  penyelenggaraan
Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja
sesuai dengan Kebutuhan Daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sintang.

6. Anggaran ..,
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Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten

Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sintang. :

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara
Eselon Il pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.

Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon IlI
pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.

Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada
Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.

Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional
umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pejabat Non Struktural/Pekerjaan Tertentu adalah
Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai
Jabatan Struktural yang mempunyai tanggung jawab
terhadap pekerjaan tertentu.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan. ' om

Pegawai' Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah
Kabupaten Sintang.

Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai

tanggung jawab jabatan berdasarkan eselonering sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

18. Guru
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Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama
mendidik mengajar membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan
anak usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah.

Jabatan Pelaksana Teknis meliputi PNS yang melakukan

cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan
cara dan metode tertentu.

Jabatan Pelaksana Operasional meliputi PNS yang
melakukan proses kerja yang ditandai dengan
mengoperasikan sesuatu peralatan/mesin.

Jabatan Pelaksana Administrasi meliputi PNS yang
melakukan kegiatan Tata Usaha.

Jabatan Pelaksana Pelayanan meliputi PNS yang
membantu dan melayani dalam bentuk jasa, guna
memenuhi kebutuhan internal maupun ekternal Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sintang sebagai perangkat daerah yang selain selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

Layanan Pengadaan yang adalah Pegawai Negeri Sipil di
Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah dan Anggota
Kelompok Kerja dari SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang yang melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang.

Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik
selanjutnya disingkat LPSE adalah Pegawai Negeri Si
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
melaksanakan penyelenggarakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
secara elektronik.

yang
pil di
- Sintang  yang
Sistem  pelayanan
Kabupaten Sintang

28. Kepala ..,
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Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna
barang di ingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat  PPKD  adalah  Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak selaku bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asct Dacrah Kabupaten Sintang,

Kuasa Hendahara Umum  Daerah vyang selanjutnva
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat vang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Pejabat  Yang  Menerima  Pelimpahan  Menyusun
Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asct Dacrah Kabupaten Sintang vang
mendapat  pelimpahan  tugas dari  PPRD  untuk
melaksanakan  tugas  menyusun  rancangan  APBD
Rabupaten Sintang dan rancangan Perubahan APBD
Rabupaten  Sintang  serta  pengendahan  pelaksanaan
APBD Rabupaten Sintang.

Pejabat Yang Menenma Pelimpahan/Kuasa
Melaksanakan  Anggaran PPRD  adalah  Pejabat  pada
Satuan aAcra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dacrah yang mendapat pelimpahan tugas dart PPKD
untuk melaksanakan  anggaran  PPRD  Pemenntah
Rabupaten Sintang.

Pejabat  Yang Menenma  Pelimpahan Melaksanakan
Sistem Akuntans: dan E’rht;l::';;:; 'f\rn‘ulu“n E‘-‘l(“?;lh
adiddah Pejabat pada Satuan kena Badan Pengelolaan
Revangan dann Aset Daerah vang mendapat pehimpahan
tugan dart PPRD untuk melaksanakan sistem aku

dan  pelaporan  Keuangan  dacrah Serta :nr-,-.,\,:.‘.::::
informast keuangan  daetah  Pemenntah Rabupaten
Sinilang

Peiabat  Yang Menerima Pritmpahan Mrlakgmgkan
Rebjakan dan Peagelolaan Aset Harang Daerah adalah
Peiabat pada Satuan kena Hadan e

« ciolaan Keuangan
dan Ase' Daerah vang mendapat priimpahan tugas dar

PPRD untuk melaksanakan kebijakan dan pengelolaan
Asrt ‘hartang  milik  daerah Pemenintah Kahuy u;:;--
Rlﬂfﬂng ¥ ‘1
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36. Analis Produk Hukum Daerah adalah Kepala Bagian

37>

38.

39.

40.

41.

42,

Hukum Sekretariat Daerah yang bertugas meneliti,
menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala
Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala
Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

Verifikator Rancangan APBD dan Perubahan APBD,
Dokumen  Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah pejabat pada
Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk
melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan APBD dan
Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah
Kabupaten Sintang.

Verifikator Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang
diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah
Kabupaten Sintang.

Verifikator Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah
Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas
untuk melaksanakan verifikasi terhadap Kas Daerah dan
Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

Verifikator Laporan Keuangan Daerah adalah Pejabat
pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk
melaksanakan verifikasi terhadap Laporan Keuangan
Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

Verifikator Penerimaan Daerah adalah Pejabat pada
Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk
melaksanakan verifikasi terhadap Penerimaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Sintang.

Verifikator Belanja PPKD adalah pejabat pada Satuan
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk
melaksanakan verifikasi terhadap belanja  PPKD
Pemerintah Kabupaten Sintang.

43 CPelials @ s o
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Prinksana  Teknis  Perencanaan  dan  Pengendalian
Asct Hacang Dacrah adalah Prjabat pada Satuan henja
Hatan  Peagelolaan Reuangan  dan Aset Daerah
habuipaterny Sintang Vg ithiber TURas untuk
meliksanakan  tugas Perencanaan  dan  Pengendahian
Asct, Barang Dacrah Pemenntah habupaten Sintang.

Pelaksana  Teknis  Penatausahaan dan  Penghapusan
Aset Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Rerja
Badan Pengelolaan  Keuangan dan  Aset Daerah
kabupaten Sintang vang dibernt tugas untuk
melaksanakan tugas Penatausahaan dan Penghapusan
Asct; Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

Verifikator Produk Hukum Daerah adalah Kepala Sub
Bagian pada Bagian Hukum Sekretanat Dacrah yang
bertugas melakukan verifikasi terhadap Produk Hukum
Daerah Pemenntah kabupaten Sintang.

Korektor Rancangan APBD  dan Perubahan APBD,
Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  dan  Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah pegawai pada
Satuan herja Badan Pengelolaan Keuangan dan  Aset
Daerah kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk
mengoreks: Rancangan APBD dan Perubahan APBD,
Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  dan  Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah
Kabupaten Sintang,.

Korektor Penerbitan Surat Pernintah Pencairan Dana
adalah pegawal pada Satuan kenja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang
diben tugas untuk mengoreksi Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Sintang.

Korektor Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah
pegawal pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sintang vang diberi tugas
untuk mengoreksi Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Sintang.

Korektor Laporan Keuangan Daerah adalah pegawai pada
Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct
Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk
mengoreksi Laporan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Sintang.

Korektor Penerimaan Daerah adalah pegawai pada
Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sintang vang diberi tugas untuk

mengorekst Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten
Sintang.

S1. Korektor ..,
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Korektor Gaji PNS adalah pegawai pada Satuan Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sintang yang diberikan tugas mengoreksi Gaji
PNS Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pengelola Teknis Perencanaan dan Pengendalian
Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sintang yang diberi tugas melaksanakan

Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah
Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pengelola Penatausahaan dan Penghapusan Aset/Barang
Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sintang yang diberi tugas melaksanakan Penatausahaan

dan Penghapusan Aset/Barang Daerah Pemerintah
Kabupaten Sintang.

Korektor Produk Hukum Daerah adalah pegawai pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang bertugas
mengadministrasi, mengoreksi dan mendokumentasi
Produk Hukum Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

Satuan Tugas Pemadam Kebakaran adalah Pegawai
Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pemadain Kebakaran Kabupaten Sintang.

Petugas Khusus Kearsipan adalah Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang

bertugas mendata, mengelola, menata dan menyimpan
berkas surat dinas.

Korektor Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang pada Satuan Kerja
Kantor Camat yang bertugas untuk melaksanakan

pendampingan dan bimbingan terhadap pengelolaan
keuangan Desa di wilayah Kecamatan.

Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan
tertulis vang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat
yang berwenang dan mengikat secara umum.
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Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di luar Gaji dan Tunjangan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan perhitungan terpadu dengan
mempertimbangkan Kkriteria beban kerja, tempat

“bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi
. kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan

kemampuan  keuangan daerah dalam  rangka

peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah
Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-
tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di daerah memiliki tempat kesulitan tinggi dan daerah
terpencil.

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah
Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada
lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki
keterampilan khusus dan langka.

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kkerja
adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai
mempunyai prestasi kerja.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan atau aspek fungsional.

Daerah terpencil atau terbelakang, adalah
daerah/perdesaan atau pulau atau pesisir yang
umumnya secara geografis relatif sulit dijangkau karena
letaknya yang jauh di pedalaman/
perbukitan/kepulauan/pesisir serta sulit mendapat
akses jaringan komunikasi dan transportasi.

67. Bendahara .
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Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKkPD.

Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Dokter Umum adalah pegawai negeri sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualiﬁkas!
pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi
pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta
bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade
Mohammad Djoen Sintang.

Dokter Gigi adalah pegawai negeri sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi
pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan
Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen
Sintang.

Dokter Spesialis adalah pegawai negeri sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang
memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah
memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis
penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum
Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.

Dokter Hewan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi
pendidikan sebagai dokter hewan dan menjalankan
tugas pokok secara fungsional sebagai dokter hewan.

Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 1 adalah PPKD.

Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 2 adalah Asisten di
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

75. pimpina_n -
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pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 3 meliputi Pengguna
Anggaran pada Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas
Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, Dinas Perhubungan, Komuniks'im dan
Informatika, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan dan
Perikanan, Dinas Pendapatan  Daerah, I?lnas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan,
Pertamanan  dan Pemadam  Kebakaran, Badan

,Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Pelaksana
Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan
Ketahanan Pangan.

Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 4 meliputi Staf Ahli
di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pengguna
Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dap
Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan dan Energi,
Badan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja,
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa.

Administrator Kelompok 1 meliputi Pejabat Penerima

Pelimpahan Pelaksanaan Anggaran PPKD dan Analis
Produk Hukum Daerah.

Administrator Kelompok 2 meliputi Kepala Kantor Arsip
dan Perpustakaan Daerah, Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik, Camat di Kecamatan
Wilayah 2, Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat -
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakya_t'
Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris pada
Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan
dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendi&likan
dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas,
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian
Peternakan dan Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil, ’

. D-
Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakalrr;ills
Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencang;
dan  Pemberdayaan Perempuan,

Badan  Pengelolg

nyuluh Pertanian,
Pangan,

Perbatasan dan Badan Pelaksana Pe
Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan

79. Administrator .



79. Administrator Kelompok 3 meliputi Camat di Kecamatan
wilayah 1, Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olahraga,
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan
dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa.

- (190239

80. Administrator Kelompok 4 meliputi Kuasa BUD , Pejabat
Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD
dan Rancangan Perubahan APBD, Pejabat Yang
Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pejabat Yang
Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Pejabat Yang
Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan
Pengelolaan Aset/Barang Daerah.

81. Administrator Kelompok 5 meliputi Sekretaris Satuan
Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang pada Inspektorat,
Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan
dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian,
Peternakan dan Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran,
Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Pelaksana
Penyuluh  Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan

Ketahanan Pangan, Rumah Sakit Umum Daerah dan
Sekretaris Kecamatan Wilayah 2.

82. Administrator Kelompok 6 meliputi Sekretaris Kecamatan
Wilayah 1, Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambanga_r;
dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi
Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

83. Pengawas . .
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g3. Pengawas Kelompok 1 meliputi Verifikator Rancangan
APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran, Verifikator ~Penerbitan  Surat Perintah
pencairan Dana, Verifikator Kas Daerah dan Pembiayaan
Daerah, Verifikator Laporan Keuangan Daerah,
Verifikator Penerimaan Daerah, Verifikator Belanja PPKD
pelaksana Teknis Perencanaan dan Pengendalian
Aset/Barang Daerah, Pelaksana Penatausahaan dan
Penghapusan Aset/Barang Daerah, dan Verifikator
Produk Hukum Daerah.

84. Pengawas Kelompok 2 meliputi Lurah, Kepala Seksi
Kecamatan Wilayah 2, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub
Bagian/Kepala  Seksi/  Kepala Unit  Pelaksana
Teknis/Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang/Pejabat  Penatausahaan  Keuangan pada
Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas
Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan dan
Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Pemadam  Kebakaran, Badan
Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Badan Pengelola Perbatasan, Badan Pelaksana Penyuluh
Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan, Rumah Sakit Umum Daerah.

85. Pengawas Kelompok 3 meliputi Kepala Seksi Kecamatan

Wilayah 1, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub

Bagian/Kepala Seksi/ Kepala Unit Pelaksana Teknis

/Pejabat  Penatausahaan Pengguna Barang/Pejabat

Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pemuda

Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas’

Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup

Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Moda]

dan  Pelayanan Terpadu  Satu Pintu, Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Kant
’ or Ke
Bangsa dan Politik. satuan

86. Pengawas ...
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pengawas  Kelompok 4 meliputi Kepala Sub

Bagian/Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang/Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan,
gekretaris/Kepala Seksi/Pejabat Penatausahaan

Keuangan Kelurahan dan Kepala Sub Bagian Unit
Pelaksana Teknis.

Jabatan Fungsional Kesehatan meliputi Pegawai Negeri
Sipil yang memiliki jabatan fungsional tertentu pada
bidang kesehatan yang bertugas di Lingkungan Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas
Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Sintang.

Jabatan Fungsional Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah meliputi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki
jabatan fungsional tertentu sebagai aparat pengawasan
intern pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang.

Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya meliputi Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional tertentu

pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sintang.

Kecamatan Wilayah 1 adalah Kecamatan Sintang,
Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan
Binjai Hulu, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan
Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan
Sepauk dan Kecamatan Tempunak.

Kecamatan Wilayah 2 adalah Kecamatan Ambalau,
Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan
Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten
Sintang.

BAB I

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI

(1) Pemerintah g
Cgaw

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

abupaten Sintang memberikan Tambahan Penghasilan bagi

bEbanal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas

) Tamp, ahan
“rdasgri
"Mang

APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

an beban kerja PNS di Lingkungan Pemerintah
Kab
ada bulan Januari 2017. Thtpaten

(3) Tambahan . .



L

/

ilan sebagai i
pahan Penghasi galmana dimaksud
@) erikan sepanjang telah dianggarkan dalam

pada ayat (1) dan ayat (2),

Tahun Anggaran 2017. APBD Kabupaten Sintang
Pasal 3
i imaksud dalam P
ebagaimana dim : asal 2 ayat (1), h .
( a?u?jenis tambahan penghasilan. yat (1), hanya dapat menerima 1
s
Pasal 4

(1) Besarnya Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), diberikan berdasarkan standar maksimal

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

() Daftar Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam

Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3) Daftar Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam

Lampiran 11l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

(1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang
masih aktif bekerja, kecuali PNS yang tugas belajar, bebas tugas dan cuti
di luar tanggungan Negara.

(2) PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan
tugas di luar Pemerintah Kabupaten Sintang tidak diberikan Tambahan
Penghasilan.

(3) PNS dari Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang
melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang,
diberikan Tambahan Penghasilan selama yang bersangkutan tidak
mendapat Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah asalnya.

(4) Pegawai yang berstatus CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sejak
Pénempatan yang bersangkutan berdasarkan surat tugas yang ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang dengan besaran 80% (delapan puluh persen)
dari Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |,

(5)

Terhadap Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

BAB III ...
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BAB 111
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

I

tanpa al
' bkan dan P asan  yang dapat
dipertanggungjawap: atau sedang dalam proses H
tambahan penghasilan PNS dipotong sebesar 2 Sp % [Sdu:;1 kl};lcf?r; n';gka
persen) setiap harinya. ’ s

pNS yang tidak masuk kerja selama 15 (lima bel { Teard .
2) dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan y ( elas) hari kerja atau lebih

ang dapat dipertanggungjawabkan
dan/atau sedang dalam proses hukum, maka tambahgg pglnghasilan
tidak dibayarkan.

(3) Absensi masuk I«Ferja PNS bulan sebelumnya menjadi dasar perhitungan
dan pertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan PNS.

(4) Format absensi masuk kerja PNS sesuai dengan format absensi yang
diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang.

(5) Kepala SKPD/Unit kerja membuat dan bertanggung jawab terhadap
rekapitulasi daftar PNS yang tidak hadir pada bulan sebelumnya sebagai
dasar pengajuan pembayaran.

(6) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara di tempat
PNS ditugaskan sesuai dengan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sintang.

(7) Besaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) berdasarkan atas beban kerja pada bulan Januari 2017 dan tempat
PNS ditugaskan sesuai dengan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tanpm 2008
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten S{ntang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang

Nomor 5 Tahun 2013.

8) Mekani i bayaran tambahan penghasilan  oleh
sme engajuan pembay )
bendahara pgngeglujaran SKPD dilakukan sesual dengan peraturan

Pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

BAB IV ...
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. BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN )
Pasal 7

Bagi Pegawai Nege}"i Sipil Pusat ci_a.n Pegawai Negeri dari Instansi Vertikal

pertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
ya;gerintah Daerah Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan besaran
Pgalah selisih antara besaz_*an uang lauk pauk ditambah dengan besaran
aang kehormatan atas biaya APBN dengan besaran uang Tambahan
;cnghasilan atas biaya APBD Kabupaten Sintang.

Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di
Komisi pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sintang dan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, dengan
pesaran adalah selisih antara besaran uang makan atas biaya APBN
dengan besaran uang Tambahan Penghasilan atas biaya APBD Kabupaten
Sintang.

pPara Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menduduki jabatan struktural
eselon 1ll.a sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang, diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan
Administrator Kelompok 2 atau Administrator Kelompok 3 sesuai pada
SKPD yang bersangkutan bertugas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Peraturan Bupati ini hanya berlaku untuk pembayaran Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang atas beban kerja bulan Januari Tahun 2017.

iada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan
Pzraturap Bupati Sintang Nomor 141 Tahun 2016 tentang Tambahan
Karlghasﬂa:n Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Dae;lari]aten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 tidak berlaku untuk

E‘?mberi&n Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
gkungan p

: emerintah Kabupaten Sintang atas beban kerja bulan
Nuari 2017, |

Pe . ; :

Liénbenan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di

bmil:lungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas beban kerja setelah

terSendij?nuari Tahun 2017 akan diatur dengan Peraturan Bupati
ri.

BAR VI

e e
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal O

furan pupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ra

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
';gaprati ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
U

pe

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI SINTANG, 4
~

s
\_,JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
padatanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

O,

YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 10



PERATU

N BUPATI SINTANG IR, TR T T e Y e e g T T

AN/ - 10 TAHUN 2017 T
M"’“" “NOMOK . 43 FEBRUARI 2017 PRI

TANGGAL :
TENTANG

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN peg

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN St pt ™

EN SINTANG
/
~ URAIAN HARGA SATUAN
ﬁ/”’; 2 Ry
1 W
7, |JAB AST: Nggrims DAERAH
: A melNAN [TINGGIPRATAMA 10.100.000,00}
| ,/l Kelompok 2 4.530.000,00
). Kelompok 2. 4.460.000,00
ompok3___ — 460.000,
/;/.J K° 3.670.000,00
1), Keompok & 3.490.000,00
—1 DMINISTRATOR s
ﬂ".) “Direktur RSUD XTI
). Kelompok 1 3.340.000,00
"’”Wbm@k Z . 2.990.000,00
T d). Kelompok 3 2.800.000,00
[ o). Kelompok 2.770.000,00
| : Kelomﬁkﬁ 2550000‘06
| __g). Kelompok6 2.460.000,00
| D. PENGAWAS
| _a). Kelompok 1 2.280.000,00
| b). Kelompok2 - 2.070.000,00
| 0). Kelompok3 _ 1.820.000,00
: d). Kelompok 4 4.730.000,00
7 [JABATAN FUNGSIONAL AL TERTENTU
" | A JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
a). Dokter Umum
- Dokter Umum Ir Instatam Gawat Darurat RSUD 5.250.000,00]
- Dokter Umum Non Instalasi Gawat | Darurat RSUD 5.000.000,00}
- Dokter Umum Dinas Kesehatan Wilayah 1 4.250.000,00
N - Dokter Umum Dinas Kesehatan Wliayah__g _____ 4.000.000,00
< || b). Dokter Gigi RSUD o
| - Dokter Gigi RSUD o 5.000.000,00}
- - Dokter Gigi Dinas Kesehatan Wilayah1 4.250.000,00
| - Dokter Gigi Dinas Kesehatan Wilayah2 4000_000@\
|| c). Dokter Medik Spesialis Dasar RSUD I 18.000.000,00
||, Doktr Medik Spesials Penurjang,Medik Spesals Lan Medik Spesialis Gigidan Mulst | 16.500.000,00]
| __e). Dpkter Hewan [ 1.800.000,00
| 0. AhiiUtama I
- Kecamatan Wilayah 1 [ —— —2530.000,00]
—~ m,..,_m)__ Ah Kecamatan Wilayah2 258000000
—]___ @) Ahli Mad)'a I —————
- KecamatanWilayahi _ iﬁ%g‘;
:‘"“‘«E]"ﬂ Kecamatan Wilayah2
e i . J T(Uda ) . e I e o e ] 2240(m.m
H:m-..,ﬁ_ ecamatan Wilayaht = 2.290.000,00
—— - Kecamatan Wilayah 2 - — B
, ““*-a.\[l Ahﬁ Peﬂama PRSI S - R e {m m
:xh_Kecamatan Wiayah1 T 218000000
T Tean Wiayeh2
~J__ m" Penyeha e T 2.110.000 00
[ Kecamatan Wiayaht T 2180 000 00}
~~~——__Kecamatan Wilayah 2 N K Tecampd

/
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/ URAIAN

HARGA SATUAN
f / 2 R)
[ Togampi Pelaksana Lanjutan
i 1 aganaten Wiayeh 1 ST

= Keca@g_\_qnﬁﬂay ah 5,80 000,00

| moil Pelaksana Rt )
e T — T
;/"’-’W@,@—WM—X 1.940.000,00

T L R ——— ’
jfuﬁ@miﬁnﬂf‘@!?ﬂL_-_—__a 1810.000,00
= ﬂﬂmﬁn Wilayah 2 - 1.860.000,00
| —jigAtaAN FUNGSIONAL APARAT PENGAWASAN INTERN PEWERINTA
o). Ahli Utama - 2.110.000,00
fj.’_i_mijﬂgﬁy_ﬂ. 1.890.000,00
1 ¢). AhliMuda - 1.650.000,00
jj Al Pertama__ 1.520.000,00

). Terampil Penyelia 1.335.000,00
f'ﬁ"?]_—'rergmg_i?fg!aksana Lanjutan 1.245.000,00
T g). Terampil Pelaksana 1.100.000,00
— " h). Terampi Pemula _ 1.015.000,00
— 1. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA

~ T @) AdiUtama
ﬂ’J—.' Kecamatan Wilayah 1 2.030.000,00
— T - Kecamatan Wilayah 2 __ 2.080.000,00
| b). AhliMadya )
- Kecamatan Wilayah 1 1.815.000,00
- Kecamatan Wilayah 2 _ 1.865.000,00

c). Ahli Muda - - )

- Kecamatan Wilayah 1 1.570.000,00
- Kecamatan Wilayah 2 \ 1.620.000,00

§). AhiPetama _ )
| - Kecamatan Wilayah 1 1.475.000,00
| - Kecamatan Wilayah 2 1.526.000,00
e TerampilPenyefia
|- KecamatanWilayaht 1.290.000,00
| - Kecamatan Wilayah 2 - 1.340.000,00

. [ Terampil Pelaksana Lanjutan

. ——___- Kecamatan Wilayah 1 1.200.000,00
———— - Kecamatan Wilayah 2 1.260.000,00
jd@mﬂl Pelaksana _

— - Kecamatan Wilayah 1 1.050.000,00
- Kecamatan Wilayah 2 1.100.000,00
L T ;
= Kecamatan Wiayah 1 1.015.000,00
[~———_-_Kecamatan Wilayah 2 B 1.065.000,00
1. Kepala Sekolah SD/MI/SMP/MTs/instruktur LK Non Sertfikasi
2 Kecamatan Wiiayah 1 980.000,00

[~———b. Kecamatan Wiiayah 2 1050, 00.00
||~ Kepala Sekolah SDIMI/SMP/MTsinstruktur LK Sertikasi
|2 Kecamatan Wilayah 1 875.000,00
R\h___‘b_r_{‘e{ia_@n _‘“fi'afah 2 _ ] ‘ 1.025.000,00
[ "1 Wakil Kepata Sekolah SD/MIISMPMTs/Instruktur LK Non Sertifkasi =
. 3. Kecamatan Wilayah 1 935.000,00
| 1. Kecamatan Wilayah 2 . 1.005.000,00
|2 Wakil Kepala Sekolah SO/MI/SMPIMTs/nstruktur LK Sertifiasi
-2 Kecamatan Wilayah 1 _830.000,00
I~ Q;'SQC_@T?:@!\_ Wilayah 2 o 980.000,00
b ~. Guru SD/MI/SMP/MTs/Instruktur LK Non Sertifkasi

\\\aﬁ?‘?ﬂ‘é@f__‘ Wilayah1 | 85500000

Wn Wilayah 2 950.000,00

\ 2.Gunu ..
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/’ URAIAN HARGA SATUAN
. rh"; 2 (Rp)
’s ~Guru SD:’MIISMP!MTSIInstruktur LK Sertrﬁkam 2
} Kecamatan Wilayah 1 - =50.000.00
1~ Kecamatan Wilayah 2 2__ 925.000,00
L] // was Sekolah / Pemllk PLS _- B
j/)/” Kecamatan x':aya:; S— S §75.000,00
n wia AN N0 |
O — ——
| ANFUNGSIONAL UMUM -
1 [IBACGATAN PELAKSANA TEKNIS
/f”’)' ‘Kelompok 1 1.630.000,00
*"/), ;(elomp0|< 2 1 420_OQ()_ 00
,f/) Kelomp0k4 _ 1.350.000.00
| aendahara Pembantu Pada Dlnas Pendldlkan
- Kecamatan Wilayah 1 750.000,00]
,-f"'” Kecamatan Wilayah 2 ) 930.000,00|
fl"pmnbanm Pengurus Barang Pengguna pada Cabang Dinas . & Sekolah
o Kecamatan Wilayah 1 B 775.000,00
" Kecamatan Wilayah 2 ~975.000,00
~[B_JAL “JABATAN PELAKSANA OPERASIONAL
— 1 a). Kelompok 1 o 1.310.000,00]
] b} Kelompok 2 2 o 1.080.000,00
R Kelomqu_S_ 1.055.000,00
| JABATAN PELAKSANA A ADMINISTRASI
| a). Kelompok 1 - 925.000,00
| b). Keompok2 B 855.000,00
¢). StafiPenjaga Sekolah
- Kecamatan Wllayah1 - . 700.000,00
- Kecamatan Wilayah 2 o 840.000,00
|| D. JABATAN PELAKSANA PELAYANAN ) -
| a). Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD 1.600.000,00|
.| b). StafKhusus Pengawalan Internal Bupati dan Wakil Bupau - - | 1.600. 000, 00
| ). Sopir Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD e 1.200.000 00
L | 0. Kelompok1 | 80000000
—1__€). Kelompok 2 R __775.000,00
4. |VABATAN LAINNYA o
| A_UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA IS S
4 __3). Kepala ULP I . 000.000 00
~1—_b). Sekretaris yLp o ~3.750.000,00
Ny €). Anggota Kelompok Kerja ULP | 3250.000,00!
~= LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK (LPSE) - —
-3 Kepala LPSE _ S 375000000
- D) Sekretaris LpSE — 3.500.000,00
T -£). Anggota LPSE S
‘\

4
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